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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN

DESA AMPEL
JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336621526

KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN

NOMOR : 141/ 09 /35.09.11.02/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
DESA AMPEL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMPEL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakaan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 8,
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD,
Hal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa,
dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa AMPEL
Tahun 2021

b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP-Desa) AMPEL Kecamatan Wuluhan Tahun
2021 perlu membentuk Tim Penyusun RKP-Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP-Desa) AMPEL Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, tambahan lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan. Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 quor 104,
Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor

4221),

3. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah (Lembaran N

Mengingat A

23 Tahun 2014 tentang
egara Tahun 2014
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Nomor 244);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namaor 4438),

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights Konvean International
Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor
4593),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, Penggendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musayawarah Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
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24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 297);

25. Peraturan Desa AMPEL No. 02 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
AMPEL Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . Keputusan Kepala Desa AMPEL Tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Desa)
Tahun 2021.
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa tersebut di atas

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertugas :

a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP-Desa;

b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan
keputusan rapat-rapat Tim Penyusun RKP-Desa, serta
membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun;

c. Memfasilitasi KPMD dan LPMD melakukan pengkajian
keadaan desa;

d. Memastikan tersusunnya rancangan RKP-Desa;

e. Membahas dan merumuskan rancangan awal RKP-
Desa;

f. Menyelenggarakan Musrenbang Desa dalam rangka
menyusun RKP-Desa;

g. Memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RKP-
Desa;

h. Memfasilitasi penyampaian rancangan akhir RKP-Desa
kepada BPD;

i.  Mensosialisasikan RKP-Desa kepada masyarakat;

j- Melaksanakan tugas fainya yang berkaitan dengan
penyusunan RKP-Desa.

KETIGA . Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP-Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT - Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatap dan
Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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KELIMA . Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak diterbitkan, dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperiukan
Ditetapkandi :AMPEL
Pada Tanggal \3— 07—2020
\‘ //'m i
KEPALA DESA AMPEL
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Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jember di Jember

2. Camat Wuluhan

3. Ketua BPD Desa AMPEL

4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner



X o
e

KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL
Nomor  : 141/ /35.09.11.2002/2020
Tanggal : 13 Juli 2020

Lampiran

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

(RKP-Desa)
DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021
No NAMA UNSUR JABATAN
1 | H.SHOLEH KEPALA DESA PEMBINA
2 | MUHLISON SEKRETARIS DESA KETUA
3 | SUPRIYANTO e KETUA LPMD SEKRETARIS
4 | NUR KHOLIS KASUN KRAJAN ANGGOTA
5 | MULYONO HAMID KASUN SAMBIRINGIK ANGGOTA
6 | SUHADI KASUN POMO ANGGOTA
7 | MONAJIAS KASUN KEPEL ANGGOTA
8 | SUPRATIKNO TOMAS ANGGOTA
o |[PORNOMO TOMAS ANGGOTA
10 | SUTOMO TOMAS ANGGCF A
11 | SRI LESTARI KPMD ANGGOTA
12 | HJ.HANIFIYAH TPPKK ANGGOTA

Ditetapkandi :AMPEL

Pada'Tanggal - : 1% Juli 2020
Ny i N

5[ KEPALADESA | T7
"'f_’ AMPE | © ]
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336- 621526

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-Desa
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP-Desa) di Desa AMPEL, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, maka pada hariini ;

Hari dan Tanggal » 10 Juli 2020
Jam +09.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa AMPEL

Telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa),
yang dihadiri oleh anggota BPD, wakil-wakil dari kelompok perempuan, kepala dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat, dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir teriampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian keadaan desa tersebut serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

E. Materi atau Topik

5. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-
Desa), pemaparan hasil rekrutmen calon Tim Penyusun RKP-Desa dan Pembentukan Tim

Penyusun RKP-Desa.

6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun 2021. Dafam penyusunan
RKP-Desa tersebut periu dibentuk yang bertanggung jawab, agar RKP-Desa yang disusun
dapat terarah dan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat berdasarkan skala

prioritas.

F. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : BUYADI dari ketua BPD
Sekretaris / Notulis : KHOIRUL EKO WAHYUDI  dari Kaur Perencanaan
Narasumber ¢ 1.H.Sholeh dari Kepala Desa
2.Muhlison S.Pd dari Sekretaris Desa
3. Sujirman dari Camat Wuluhan
4. Muhdin Muttagin dari Unsur BPD

cS’etelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya sefuruh peserta musyawarah
©sa menyepakati serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka Pembentukan Ti
Desa, yaitu : Y g im Penyusun Dokumen RKP-
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3. Forum musyawarah memahami dan menerima dengan *) baik / cukup / kurang, tentang
Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)

4. Pemaparan hasil rekrutmen Calon Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa

Sesuai dengan hasil rekrutmen yang masuk, maka Calon Tim Penyusun RKP-Desa adalah
sebagaimana (terlampir) berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Pemimpiy Musyawarah Notulis / Sekretaris

( Khoirul Eko Wahyudi )
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Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama Alamat Tanda Tangan

| (- NUR KHOLIS..

2 ... MULYONO HAMID.

3 SUHADI

4 .MONAJI AS.
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Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL

Nomor  : 141/ /35.08.11.2002/2020
Tanggal :13Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP-Desa)
DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021
" No NAMA UNSUR JABATAN
1 | H.SHOLEH KEPALA DESA PEMBINA
2 | MUHLISON SEKRETARIS DESA KETUA
3 | SUPRIVANTO KETUA LPMD SEKRETARJS
4 |NURKHOLIS KASUN KRAJAN ANGGOTA
5 | MULYONO HAMID KASUN SAMBIRINGIK | ANGGOTA
6 | SUHADI KASUN POMO ANGGOTA
7 | MONAJLAS KASUN KEPEL ANGGOTA
8 | SUPRATIKNO TOMAS ANGGOTA
9 |PORNOMO TOMAS ANGGOTA
10 | SUTOMO TOMAS ANGGOTA
11 | SRILESTARI KPMD ANGGOTA
|12 | RUHANIFIVAH TPPKK ANGGOTA

Ditetapkandi AMPEL

Pada Tanggal : 19 Juli 2020

7S w”“‘\’
;,'/;f.?f',r‘ KEPALA DESA AMPEL
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DAFTAR BADIR
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RKP Des ) TAHUN ANGGARAN 2021

ssa/Kelurahan AMPEL
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PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR:9 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMPEL

Menimbang : A. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
nomor 43 tahun 2014 , maka desa diwajibkan memiliki
perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk
jangka waktu 6 {enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

B. Bahwa RKPDesa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan
Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa) Setiap Tahun
berdasarkan RPJMDesa yang dikukuhkan secara resmi dengan
keputusan Kepala Desa

C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa AMPEL Tahun
2021

Mengingat :  1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
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Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7.Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5538);

8.Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

9.Peraturan Pemerintah Republiik indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertb Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

Dipindai dengan CamScanner



16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

ills

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun
2015 - 2035;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun

Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 fentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2017.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan
penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017
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Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN

Mefaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam
menyusun RKPDesa dan Melaporkan Kepada Bupati Melaui Camat.
RKPDesa disusun Berdasarkan RPJMDesa 6 (enam ) tahunan Melaui
forum Musrenbang Desa

Berita Acara RKP Desa ditanda tangani oleh Pemerintahan Desa dan
LPM /LKMD atau dengan Sebutan Lainnya sebagai Koordinator
penyusunan RKPDesa

RKPDesa Merupakan Bahan Baku Rencana Kegiatan Pembangunan
di Desa Untuk/Waijib di usulkan Ke RKP Daerah

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di - AMPEL
al 1@ =9~ 2020
\D\\sa AMPEL

B >,
&, p.-‘ ,‘\
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Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL
Nomor  :141/  /35.09.11.2003/2019
Tanggal :13 Juk»\ 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

(RKP-Desa)
DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2020
No NAMA UNSUR JABATAN
1 | H.SHOLEH KEPALA DESA PEMBINA
2 | MUHLISON SEKRETARIS DESA KETUA
3 |AHMADMUNIB KETUA LPMD SEKRETARIS
4 | NUR KHOLIS KASUN KRAJAN ANGGOTA
5 | MULYONO HAMID KASUN SAMBIRINGIK | ANGGOTA
6 |SUHADI KASUN POMO 'ANGGOTA
7 | MONAJIAS KASUN KEPEL ANGGOTA
8 | SUPRATIKNO TOMAS ANGGOTA
9 | PORNOMO TOMAS ANGGOTA
10 | SUTOMO TOMAS ANGGOTA
11 | SRILESTARI KPMD ANGGOTA
12 | HJHANIFIYAH TPPKK ANGGOTA

Ditetapkandi :AMPEL
Pada Tanggal \ 2 JuL\ 112020
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336 - 621526

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-Desa.
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa AMPEL,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : .02 September 2020
Jam :09.00 s.d. 12.30 WIB.
Tempat : Balai Desa AMPEL

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP-Desa oleh Tim Penyusun RKP-Desa sebagaimana daftar
terlampir.dan musyawarah untuk Penyusunan Rancangan Dokumen RKP-Desa yang dihadiri oleh Tim

Penyusun Dokumen RKP-Desa, BPD, Unsur Pemerintahan Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat dan unsur
lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat
dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik
3. Sosialisasi Rancangan Dokumen RKP-Desa.
4. Pembahasan Aturan Teknis Musyawarah Desa RKP-Desa

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat . BUYADI dari ketua BPD
Sekretaris / Notulis : Khoirul Eko Wahyudi dari Kaur Perencanaan
Narasumber . 1.H. SHOLEH dari Kepala Desa
2. MUHLISON.S.Pd dari Sekretaris Desa
3. Muhim Novita dari Pendamping Desa
4. Muhdin Muttaqin dsri Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta

Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi
Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa. yaitu :

4. Telah disosialisasikannya Rancangan Dokumen RKP-Desa.

5. Kepala Desa bersama BPD menyepaka Rancangan RKP-Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan
Desa tentang RKP-Desa, (terlampir).

6. Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP-Desa sebagaimana terlampir
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah Notulis / Sekretaris

CH

(BUYADI) '~/ Khoirul Eko Wahyudi )

k“",”

kI

7 Mengetahw
| :":5’" Kepala Desa A m p el

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama Alamat Tanda Tangan

1 NUR KHOLIS. KRAJAN

2 MULYONO HAMID. SAMBIRINGIK
3 SUHADL POMO

4 MUNAJIAS. KEPEL
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KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

DAN
KEPALA DESA AMPEL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL

NOMOR: ©9 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

a.

—
.

DAN
KEPALA DESA AMPEL

bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama
antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala
Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa
dan Kepala Desa AMPEL,;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Evaluasi Pelaksanaan  Rencana Pambangunan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tantang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dosa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib
Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun;
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16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017,

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;

23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2017,

24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017,

25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.

26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata
cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember

tahun 2017
Memperhati : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal: 30
kan Desember 2017 tentang Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2017
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

PERTAMA  : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa
AMPEL tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2021

KEDUA : Rancangan Peraturan Desa AMPEL yang telah disepakati
bersama menjadi Peraturan Desa AMPEL yang
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selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa
sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa.Tahun 2021

KETIGA - Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan
Kepala Desa AMPEL  Kecamatan Wuluhan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : AMPEL
Pada tanggal :2—-9 2020

R
s
N

- 4

- '?; *,ﬁv[;\ :," ~
»‘}/(epala’nga___AMPEL , Badan Permusyawaratan Desa
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BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA AMPEL

Nomor : 06./ BPD. 02/..../2020
Nomor : 06./35.09.11.02/2020

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TENTANG
RENCANA PEMERITAH DESA TAHUN 2021

Pada hari ini SENIN tanggal 28 bulan JANUARI Tahun 2019 bertempat di

Balai Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan dalam Rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pemerintah Desa tahun 2021
kami yang bertandatangan dibawah ini :

1.Nama : BUYADI

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa AMPEL
Kecamatan Wuluhan Dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

AMPEL Kecamatan Wuluhan;
2.Nama : H. SHOLEH
Jabatan . Kepala Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan Dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
AMPEL Kecamatan Wuluhan

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan tentang
Rencana Pemerintah Desa 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa..

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan dan
Kepala Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan.

‘ .‘}’<.>,‘." A“,\.:‘L .
/<'Kepala Desa AMPEL Badan Permusyawaratan Desa
’/ \(, f ‘»~ 1 - " \
S e\ 2 Ketua..

T b e
0) T
2N L N .\

il =

ol o o\
!;.l s o MLA DF")IA& ‘,}
| REEIN : il

A 4 el
| A D | %

i

2O . 7

N P O

:\\ ):-’ ,

.:il';;-l‘ﬁf"gHOLEH

N /
T N\ S/
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BERITA ACARA
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAAMPEL

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pemerintah Desa tahun
2021 maka pada :

Hari : Senin,0Z,.09. 2020
Jam : 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat - Kantor Desa Ampel Kecamatan Wuluhan

Telah dilaksanakan pertemuan yang di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua,
Bendahara dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
AMPEL Kecamatan Wuluhan, untuk membahas Rancangan Peraturan Desa
AMPEL Kecamatan Wuluhan tentang Rencana Pemerintah AMPEL

Dalam rapat tersebut setelah melalui musyawarah dan dengar
pendapat dari peserta rapat, akhirnya dicapai kata sepakat untuk menyetujui
secara mufakat penetapan Rancangan Peraturan Desa AMPEL tentang
Rencana pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan catatan
apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : AMPEL
Pada tanggal :(2.09.2020

Peserta Rapat :

No Nama Jabatan ATandaTangan
4 | BUYADI Ketua 4&@* _
o | SUPENO Wakil Ketua 2. %
5. | MUHDIN MUTTAQIN Sekretaris 3."\/”1’3

4. | Supiyanto Anggota |
5 | Muhdor Anggota 5. @ \ 7\
6 Nur\:(akin B Anggota ~7 6.

7| Mujayin Ashari Anggota 7. p
8 | Supriyani Anggota '” ﬂ
| 9 | Endang Sri Aminingsih Anggota gﬁ%—“ B

7 _
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KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Serta Bantuan dan kerja
sama yang baik dari semua pihak bersama ini kami sampaikan Rencana kerja
Pemerintah Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tahun 2021
Sebagai Hasil penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah desa AMPEL
Tahun 2016 — 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
bersifat reguler.

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, dan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember maka Desa disamping diwajibkan menyusun dokumen rencana
pembangunan jangka menengah desa juga harus menyusun dokumen rencana kerja
pemerintah desa ( RKP Desa ) sebagai satu kesatuan Sistem perencanaan
pembangunan Daerah/Kabupaten Secara Partisipatif dan Transparan

Kami menyadari sepenuhnyabahwa diantara yang berhasil atau yang
baik tentu masih ada pula yang kurang sempurna,sebab kami adalah manusia yang
memiliki fitrah keterbatasan dan kekurang sempurnaan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi
acuan pembangunan di desa. Agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan
baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari
semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan untuk perbaikan.

Semoga Alloh Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat dan

Karunianya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada
bangsa dan negara.

,,Ampel 02 Septerloer 2030
, ’< t(ep _Ia Desa Ampel

I A& [

{[Z | KEPALA
.:.;‘ \h‘ 1'\‘_‘;

P

/ H’§/H0'LEH

\l\
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PAGU INDIKATIF DESA

SAMATAN
JUPATEN
JPENSI

: AMPEL
: WULUHAN
- JEMBE
- JAWA TIMUR

R

Indikatif program

Sumber Dana Indikatif

Dana
Desa

Alokasi
Dana
Desa

BGH

Bantuan Keuangan

APBD
Propensi

APBD
Kabupaten

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

Profil Desa

Penyelenggaraan Perencanaan Desa

Kegiatan Musyawarah Desa

Pemeliharaan Kantor desa

Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa

Belanja rutin penyelenggaraan pemerintaah desa

a
b
c
d
e
f
h

Operasional Kantor

|

Panitia Pemilihan Kepala Desa

2 |2 | | |2 |2 | =

k

Pemilihan Kepala Desa

Bidang pembangunan desa

a

Perawatan Jalan/Pengebrukan

b

Paving JI Gg KUD ketimur

Pembangunan Paving Lohong ketimur

Pembangunan Paving Walet keutara

Lanjutan Pembangunan Lapen Nur Kholis ketimur

c
d
e
f

Pembangunan Paving Selatan Masjid Nurul Istiqgomah

Pembangunan JI Lapen Proliman ketmur

g
h

Pembangunan JI Lapen P.Kurmen keselatan

Pembangunan Paving JI P.Untung keselatan

Lanjutan Pembangunan Paving TKM 24 keutara

k

Lanjutan Paving JI P.Basir keutara

2 |e | |2 |22 |2 | | |= |&=

Pembangunan Paving JI H.Ripin

m

Pengadaan Lampu Jalan PJU

Bidang pembinaan Masyarakat
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Kegiatan Pengadaan sarana prasarana olahraga

Kesenian dan Budaya

Pengadaan Sarana Ibadah

 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban S|skampl|ng

| PHBN dan PHBI

<

Pelatihan Ibu PKK dan Kader POSYANDU

Bansos untuk Muslimat,Aisiyah,LDII

Seragam Da'l se Desa (Penceramah)

Pemberdayaan Kegiatan LPM/Karang Taruna

Kegiatan Sosial Masyarakat

S————

Tunjangan Kader 105 Orang

Bidang pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ,BPD dan

unggulan desa

Pelatihan kewirausahaan industri kecil dan produk

Pelatihan Kuliner

Swadaya Masyarakat

<< [ [

Penambahan Modal BUMDES

- D O |O |OTO

Pemberian PMT untuk Balita

Pengadaan Meubeler Polindes

= ol (=]

Pemberian PMT untuk Balita Kurang Gizi

Pemberian PMT untuk Ibu Hamil

Pengadaan Kaos Kader,PKK dan Lansia

Pengadaan Seragam batik RT,RW ,BPD Perangkat

Bantuan Operasional untuk TK dan PAUD -

Timbangan Injak dan sanpras Posyandu sedesa

Penaganan Covid 19

o=[3

BLT masyarakat dampak Covid

Ampel, ©2 S@Q

tember 2020

Ketua TIM Penyusun RKPDes

N

MUHLISON.SPd
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DAFTAR ISi

PERATURAN KEPALA DESA
KATA PENGANTAR

BAB | : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

..................................................... 1
12 1B ASITIREMREIN o cnciicaicrs o a0 a0 s A AN E
1.3, Maksud dan tujuan ........ccco oo 6
3 MY £ T ——— 7
BAB Il : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa 11
2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa 11
2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa 12
BABIl : EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
3.1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa
tahun Sebelumnya 13
3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes 14
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan keadaan darurat 15
3.4. ldentifiksi masalah berdasarkan prioritas pembangunan
usulan 15
BABIV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
4.1. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala desa 16
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala
Kabupaten, Propensi dan Pusat 17
4.3. Pagu indikatf Program dan kegiatan masing masing
bidang 17
BABV : PENUTUP 19
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangungan Kabupaten Yang masuk Ke
Desa
2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2021
3. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021
4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa Tahun 2021
5. Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Desa Glundengan (RKP-Desa) Tahun 2018 ii
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TAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

YANG MASUK KE DESA
ZSA : AMPEL
MATAN : Wuluhan
\BUPATEN : Jember
JOVINSI  : Jawa Timur
SKPD
i - Pengelola Lokast Keglatan Pagu Dana
Mm/ Kegiatan Progam/ | (Dusun/RT/RW) Volume Satuan (Rp)
Pembangugag Paving Bina Marga | Krajan -
Pembangunan Paving Blna Marga Krajan
Pem_t?ra‘r}gunan Paving Bina Marga Krajan
| ﬁs_pvg]fl:apen Cipta Karya Krajan
Lanjutan Aspal Lapen Cipta Karya Krajan
Pemb Lapen Cipta Karya Krajan
Pavingisasi Bina Marga Sambiringik
Lanjutan Pemb Paving Bina Marga Sambiringik
Lanjutan Aspal Lapen Cipta Karya Krj&Sbringik
. Ampel, .....ccooeviennnnnn..
\l v H
s _Meggetahun )
/; v‘/f pala’ Desa AMPEL Ketua Tim Penyusun RKP
. MUHLISON.S.Pd
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BAB |

PENDAHULUAN
1.5. Latar Belakang
Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam  struktur organisasi
Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan

bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan
negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan
agama. Apabila melihat kenyataan bahwa kurang lebih 70% penduduk tinggal
di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan
memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal itu maka penyelengggaraan pemerintahan desa harus
terus diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang
dimilikinya, baik yang mencakup urusan pemerintahan yang ada berdasarkan
hak asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan desa karena pelimpahan
dari kabupaten/ kota, tugas pembantuan, maupun urusan pemerintahan lainnya
yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen
perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Desa (hasil pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat) yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJM-Daerah dan memperhatikan
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

Secara subtansial RKPDesa merupakan rencana pembangunan untuk jangka
waktu 1 ( Satu ) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJM-Desa
dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang memuat arah kebijakan,
keuangan desa strategi pembangunan desa, kebijakan umum yang disertai
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
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bersifat indikatif. Dalam penyusunannya mempertimbangkan agenda-agenda
pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas
penyelesaian masalahnya

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah untuk menumbuhkan
partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa.
Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan
perasaan “ikut merasa memiliki“ terhadap pembangunan didesanya.
Selanjutnya masyarakat akan “ikut bertanggung jawab“ terhadap hasil-hasil
pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan
melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Lebih lanjut dijabarkan
bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh
pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses
penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya
berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon.
Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih
lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat
berkampénye, menjadi Rencana Kerja Pembangunan desa. Berkaitan dengan
pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di
berbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera di antisipasi, diantaranya
terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional,

terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik
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yang berasal dan kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana
dari luar (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang
mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang

jelas dan tegas dan kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara
lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten. Keberadaan RKPDesa adalah penting bagi
keberadaan dan arah pembangunan desa 1 ( Satu ) tahun kedepan. RKPDesa
memberikan gambaran yang kongkrit tentang program-program pembangunan
yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Dengan demikian konsep
penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi,
dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang bak yang mendorong adanya
transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa ini
memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, rencana pelaksanaan
pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana

pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada hasil pengkajian

keadaan desa (PKD) dan mengacu pada RPJM-Daerah Kabupaten Jember.

Proses penyusunan RKPDesa ini dimulai dari tahap pengkajian keadaan desa

(PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam

proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RKPDesa ini

disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses

penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang

difasilitasi oleh Tim Penyusun RKPDesa. Sehingga diharapkan RKPDesa ini
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telah mencerminkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Desa
Tamansari .

Rancangan RKPDesa disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati
oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh
Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris

Desa.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 199);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
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16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 -
2035;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2019;

24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;

25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019.

26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan

dana desa kabupaten Jember tahun 2019.
Maksud dan Tujuan
Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau
pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang
akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 1 ( Satu
tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi misi dan program strategis
yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan

Desa selama masa jabatannya.
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RKPDesa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tahun 2021
merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya.
RKPDesa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat
guna menyelesaikan permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa
Ampel . Dengan adanya RKPDesa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang
semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku
pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi
Pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula
akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu
mengoptimalkan partisipasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RKPDesa Ampel Tahun 2021 disusun

dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen strategis desa mulai dari perumusan visi, misi,
program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan
secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, organisasi
kemasyarakatan desa, masyarakat luas maupun berbagai pemeran
pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.

2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Slateng
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Desa.

3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus
ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan
melalui serangkaian program.

4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan
yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
dan diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten.
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5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran

pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi
di desa.

BAB I

PROFIL DESA

SEJARAH DESA

Berdasarkan cerita turun temurun yang disampaikan oleh para tetua
,Bahwa Desa Ampel sudah ditempati oleh orang sekitar
pertengahan abad 19 Masehi.Secara definitive Desa Ampel ditetapkan
menjadi Desa setelah Kemerdekaan RI 1945.Yang menjadi Kepala Desa
pertama yaitu:
1. Kepala Desa Ampel yang pertama DJONO

Desa

O W N & U W N

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai

. Kepala Desa Ampel yang kedua RAIS

. Kepala Desa Ampel yang ke tiga MUHADI
. Kepala Desa Ampel Pj.MUHADI
. Kepala Desa Ampel yang ke empat Drs.SHONHAJI
. Kepala Desa Ampel yang ke lima H.USTADZI

. Kepala Desa Ampel Pj.Drs BASIR
. Kepala Desa Ampel yang ke Enam Drs.H.MUJIB

. Kepala Desa Ampel yang Tujuh MASDUQI
10. Kepala Desa Ampel yang ke delapan H. SHOLEH sekarang

berikut :

Nomor | NAMA MASA JABATAN

1 JONO 1930 - 1950

2 RAIS 1950 - 1966

3 MUHADI 1966 - 1971

4 Pj. MUHADI 1971 - 1985

5 Drs, SHONHAJI 1985 - 1993

6 Pj.Drs BASIR 1993 - 1995

7 H.USTADZI 1995 - 2003 %
8 Drs. HMUJB 2003 - 2009 —
9 MASDUQI 2008 - 2014

10 H. SHOLEH 2014 - 2020
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6. KONDISI UMUM DESA

Desa Ampel terletak o Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan memiliki
luas + 1.661.027 Ha Administrasi Berdasarkan cerita turun temurun yang
disampaikan oleh para tetua Desa ,Bahwa Desa Ampel sudah ditempati
oleh orang seckitar pertengahan abad 19 Masehi.Secara definitive Desa

Ampel ditetapkan menjadi Desa setelah Kemerdekaan RI 1945.Yang
menjadt Kepala Desa pertamea yaita:

Kepala Desa Ampel yang pertama DJONO
Kepala Desa Ampel yang kedua RAIS
Kepala Desa Ampel yang ke tiga MUHADI
Kepala Desa Ampel Pj MUHADI
Kepala Desa Ampel yang ke empat Drs.SHONHAJI
Kepala Desa Ampel yang ke lima H.USTADZI
Kepala Desa Ampel Pj Drs.BASIR
Kepala Desa Ampel yang ke Enam Drs.H.MUJIB
Kepala Desa Ampel yang Tujuh MASDUQI
10.Kepala Desa yang kedelapan H. SHOLEH sekarang
. terdiri dari 4 dusun yaitu :
1. ODusun Krajan
2. Dusun Sambiringik
3. Dusun Pomo
4. Dusun Kepel

w N o=

O o =3 OF 1 B

Sedangkan batas — batas wilayah sebagai berikut :

a.Sebelah Utara : Desa Dukuh Dempok
b.Sebelah Timur : Desa Tanjungrejo
c.Sebelah Selatan : Desa Lojejer
d.Sebelah Barat : Desa Lojejer
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2.3 VISI DAN MISI DESA

5. Visi

Proses penyusunan RKPDesa Ampel sebagai pedoman program kerja
Pemerintah Desa Ampel, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan
seluruh  warga masyarakat Desa Ampel maupun para pihak yang
berkepentingan. RKP Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 1 (
Satu ) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai
di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Ampel . Cita-cita masa
depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ampel
merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 1 ( Satu )
tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Ampel disebut juga sebagai Visi
Desa Ampel .

Walaupun visi Desa Ampel secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala
Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Ampei
melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa
Ampel semakin mendapatkan benluknya bersamaan dengan terlaksananya
rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan
RKPDesa Tahun 2021 Dalam momentum inilah visi Desa Ampel yang

(BN RN |

merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang

] i
RV v
AN x

permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang

ada pada saat inf maupun ke oepan
Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa
Amipc! mTrupakan Gran kebijokan dari RPIMDesa yang dirumuskan sctiap
F uits

enam tahun sekali.

Vel maranakan sucte gombaran fontang kecadaan masa depan, berisikan citn

SRSt

dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi
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stakeholder’s.

Bercamaan dengan penelapan R¥PDeea Ampel, dirumuskan dan ditelapian
juga Visi Desa Ampel sebagai berikut :

UATTORAD ANTOTIRT nNToaA DRDCARTA T ATITAT ¢

T e T e i e B S e S T —
i T e e e o e e i S S s e o s e o e o

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa

d:h:" """"‘. "‘"‘ k “'\ﬁ 'I Aﬂn mr\ﬂ!ﬂﬂllﬂﬂ ﬂﬁ“"f\“ ’If\ﬂf-’ﬂﬂﬂ r 1nﬂ¢n .r-!cﬂﬂnﬂq
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Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan

w_‘-nouﬁr-‘:llol nada baadaan vann lahih hrnb maorn oml nh!ev:nn boaorlaron

F =iesiiet : - e et

------------- Fiig e > it

masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan

(¥ e Taty nl{on tariani mr_\nrlnrnnﬂ maocunaral-at unh df monunnlfoﬂ/on binonq (¥ Z=1ats
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lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat,

’V\ﬁhl‘ih")lll\n Anvna daranoa antule nanihahan cartas mamnarorxhnbnn _l:nﬂﬂnfn
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masyarakat. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi i inovasi

namhanaiinan daca Ai Aalam harlhhanai hidana u!nmu\nuf- nnr&ﬂnwn—\
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peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai

keagamaan.

6. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan
tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa
mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan
tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih
operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan

mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di
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masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa
enam tahun.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan

mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal,
maka disusunlah Misi desa sebagai berikut :

1.

Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama- dalam  kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan
keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau
golongan atas dasar musyawarah dan mufakat.;

. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan

intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan
agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling
menghargai dan menghormati.

Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan
masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam
rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram
dan damai serta meningkatakan persatuan dan kesatuan dalam wadah

negara kesatuan Republik Indonesia.
Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan aparatur desa serta

semua lapisan masyarakat.
Tewujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai

terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan,

pendidikan, dan lapangan kerja.
Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan

pengairan perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan

pola tanam yang baik-
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10.

(i P

12.

Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi
pada mekanisme pasar.

Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Kecil
Menengah dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.

Membangun dan mendorong usaha-usaha- untuk- pengembangan dan
optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,
baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan
otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan

penyelenggaran pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

BAB i
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.7 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan
sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui
upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli

Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :
Uraian Tahun
Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PADesa 700,000,000 770.000.000 894.032.000 931.700.000 827.640.000 | 1.127.357.000
Dana Desa 753.358,341 825.000.000 987.851.071 998.200.000 |  1.264.354.478 1.264.354.478
3:? F?::‘t: & 68.651.338 74.800.000 112{?3725% i s SR
Alokasi Dana Desa 875,228.295 960.000.000 992,192,000 116.210.000 915.485.000 915.485.000
Ban Keu dari Kab.
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[ Ban Keu dari
Provinsi
65.000.000 71.500.000 78.650.000 86.515.000 104.883.150

Hibah

Sumbanga Pihak
i

Pendapatan Lain-
lain

39.830.000 48.315.300

JUMLAH

P T T o T T g v R Wy N0 emprme N

1 Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Desa;

2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi;

a. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang
Pendapatan Desa;

b. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya
peningkatkan  kontribusi secara  signifikan  terhadap
Pendapatan Desa;

c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat
sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
membayar pungutan Desa;

3.8 Arah Kebijakan Belanja Desa
Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.
Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh
karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program
yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan
realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses
penetapan perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
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2.Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin
akuntabel.

3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu
dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja
tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi
Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan
Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi
indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Ura'an Tahun
Pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Belanja 607.000 | 1.677.607.00(
Penyenggaraan | 313.500.000 273.500.000 | 273.500.000 | 273.500.000 1.677.607. .677.607.
Pemerintahan

gz::lnsjgnaan 3.820.000.000 2.598.200.000 | 3.210.000.000 3.944.550.000 | 1.019.489.316 | 1.019.489.31¢

Pembangunan

g::ﬁg‘izaan 135.000.000 207.000.000 | 135.000.000 135.000.000 -0- 135.000.000

Masyarakat

gz‘r?b?rdayaan 384.500.000 404.500.000 | 404.500.000 454.550.000 -0- 404.500.000

Masyarakat

Belanja tak
terduga

JUMLAH

3.9 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
sa sebagaimana dimaksud meliputi penerimaan yang perlu

Pembiayaan de o yan
dibayarkembali dan atau pengeluaran yang akan di terima kembali,baik pada

tahun anggaran Yyan
berikutnya.Namun demi

g bersangkutan maupun pada tahun anggaran
kian dalam RKPDesa tahun ini Pemerintah desa
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EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.9. Evaluasi pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun Sebelumnya

Rumusan Permasalahan yang Cukup besar di tingkat desa bukan semata
mata disebabkan oleh internal desa,melainkan disebabkan oleh masalah makro
baik di tingkat kecamatan, kabupaten,provensi maupun
pemerintah.Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak
pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah
beserta tingkat segnifikannya secara partisipatip.ketidak  cermatan
menginditifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung
menghambat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan yang
akhirnya inesifeenssi anggaran. Dalam menyusun RKP tahun 2020 berdasarkan
beberapa aspek pembahasan sebagai berikut:

3. Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infra struktur pada tahun sebelumnya banyak yang tidak
terlaksana hal ini disebabkan terbatasnya pendanaan baik yang bersumber
dari APBDes,APBD,Maupun APBN yang masuk ke desa Ampel .Infra
Struktur yang menjadi prioritas antara lain:

Perawatan /Pengebrukan Jalan

Pembangunan Paving JI Gg KUD ketimur

Pembangunan Paving JI Lohong ketimur

Pembangunan Paving JI Walet keutara

Pembangunan Lanjutan Lapen JI Nur Kholis ketimur

Pembangunan Paving Jl selatan Masjid Nurul Istigomah

vV VV V V Y VY

Pembangunan Lapen JI Proliman
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Pembangunan Lapen P.Kurmen keselatan

LanjutanPembangunan Paving TKM 44 & p.Basir
Pembangunan Tugu Batas Desa

Pembangunan lapen JI H.Ripin

Pembangunan Paving P.Untung keselatan
Pengadaan Lampu PJU

vV V V V V VY

Pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada penambahan modal usaha

baik yang bersumber dari perbankan maupun bentuk pinjaman dari lembaga
keuangan lainnya.

3.10. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Ampel nomer 02 tahun 2015 Tentang
RPJMDes Desa Ampel pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus
diselesaikan meliputi masalah pengembangan wilayah,dan ekonomi.secara rinci
permasalahan tersebut dapat dalam table masalah dan tantangan desa.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah
dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan prioritas kebijakan
pembangunan daerah mulai dari evaluasi rencana kerja kecamatan dan
ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP daerah Tahun sebelumnya. Serta
prioritas kebijakan tahun berikutnya. masukan ini mutlak diperlukan agar RKP
Benar benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil paparan terkait dengan Prioritas kebijakan pembangunan
daerah maka penekanan masalah di prioritaskan bagaimana daerah secara aktif
mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan

masyarakat melalui  optimalisasi pengembangan  sector  ekonomi

rakyat.Disamping it untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu

didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sector
i

pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
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3.11.Identifikasi masalah berdasarkan keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan
yang muncul secara tiba tiba.baik disebabkan bencana alam atau sebab

lainnyayang apabila tidak diatas;i akan semakin menimbulkan masalah bagi

masyarakat.Berdasarkan analisa dan laporan masyarakat ada beberapa

masalah mendesak yang harus secepatnya diatasioleh pemerintah
desa.Masalah tersebut meliputi :

» Kurangnya kepedulian ( Rasa Saling Memiliki ) Masyarakat kepada
lingkungan sekitar

> Tindakan medis yang kurang memadai apabila ada msyarakat yang
sakit karena jarak tempuh kelokasi sarana kesehatan cukup Jauh.

3.12. Identifiksi masalah berdasarkan prioritas pembangunan usulan

Berdasarkan masalah dan tantangan yang ada sebagai bentuk komitmen
pemerintahdesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka bentuk
program yang menjajadi prioritas pembangunan tahun 2021 adalah pada bidang
sarana prasarana/Infrastruktur,pendidikan Sosial ekonomi dan kesehatan.

Dalam bidang prasarana yang meliputi dari pembangunan desa yang
bertujuan untuk memperlancar jalannya transportasi di Desa Ampel .Dalam
bidang ekonomi Desa Ampel memberikan Sarana berupa pembukaan akses
jalan dan jembatan yang menghubungkan dua desa dan kecamatan.

Dalam bidang pertanian desa Ampel  meberikan program Drainase
sehingga arus pengairan dapat menjadi lancar.
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BAB IV

4.5.

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ampel yang tersusun
dalam BKP Desa tahun 2020 sepenuhnya di dasarkan pada permasalahan
Se_bagalmana tersebut dalam rumusan masalah diatas.Sehingga diharapkan
prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
nantinya benar benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan
dimasyarakat,terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan
terhadap kebutuhan hak hak dasar masyarakat,seperti
pendidikan,kesehatan,pendapatan,dll. Dengan demikian arah dan kebijkan
pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi
kemiskinan pada level desa

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Ampel ,secara
detail dikelompokkan sebagai berikut :

Prioritas program dan kegiatan tahunan skala desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program
pembangunan yng sepenuhnya mampu di laksanakan oleh desa.Kemampuan
tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran dana desa, kewenangan desa
dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program

dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

3. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Profil Desa
Penyelenggaraan Perencanaan Desa

b
c. Kegiatan Musyawarah Desa
d. Pemeliharaan Kantor desa
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e.
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa

f. Belanj i
anja'rutm penyelenggaraan pemerintah desa
g. Operasional Kantor ATK

H Pengadaan Kaos untuk Kader,PKK dan Lansia

| Pengadaan Seragam Batik RT,RW dan Perangkat

J Operasional untuk PAUD dan TK
K Pembangunan Batas Tugu Desa
l. luran BPJS Ketenegakerjaan Perangkat

M luran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Non Struktural
N. luran BPJS Ketenagakerjaan PKK

O. luran BPJS Ketenagakerjaan Kader Poyandu

P. luran BPJS Keetenagakerjaan bpd

Q. luran BPJS Ketenagakerjaan RT IRW

R. Kegiatan PIL KADES

S. Honorarium pengurus RDS

T. Panitia Pemilihan Kepala Desa

9. Bidang pembangunan desa

a. Perawatan Jalan/Pengebrukan

b. Paving JI G9 KUD ketimur
_ Pembangunan Paving JI Lohong ketimur
_ Pembangunan Paving JI Walet keutara

_ Lanjutan Pembangnan paving TKM
latan Masjid K.Masngut

JI Proliman
n lapen Nur Kholis ketimur

P.Kurmen keselatan

j Pembangunan Paving p.Untung keselatan

K. Pembangunan Lapen J! H.Ripin

c

d

e

f. pembangunan paving s€
g. Pembangunan Lapen

h.

pembangunan lanjuta
i Pembangunan Lapen

44 Sambiirngik&p.Basir

e —
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10.

1.

m.

Pengadaan Lampu PJy

Pembangunan Tugu Batas Desa

Bidang pembinaan Masyarakat

@ ™ 0 o 0 T D

J.
k.
l.

Keai
egnatfan Pengadaan sarana prasarana olahraga
Kesenian dan Budaya

Bantuan Honor Gury Ngaji sdesa Ampel 80 orang

P .
embinaan Keamanan dan Ketertiban Siskampling dan Lnmas
PHBN dan PHBI

Kesejahteraan Ibu PKK dan Kader POSYANDU

. Bansos untuk Muslimat ,Aisiyah,LDI!

. Bantuan oprasional pendidikan 13 sedesa Ampel

Bantuan Transport keamanan 3 Pilar,Kepala Desa,Babinsa
,Babinkamtibmas

Kegiatan social Masyarakat
Tunjangan Kader 105 Orang
Penyertaan modal BKD

Bidang pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa,BPD dan masyarakat

x € < ¢ - 0o =~ QA

_ Pelatihan Gapoktan

Pelatihan keirausahaan industri kecil dan produk unggulan desa

Pelatihan Kuliner
Normalisasi aluran lrigasl 4 Dsn

Swadaya Masyarakat

PID (Program Informasi Desa

. angan Desa . g
Pelatihan keu g gbantuan obat pert;,.nian,bantUan bbit pertanian

Penanggulangan Covid 19

. ————
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f.
b
j

4.6.

4.5.

y. BLT untuk Masyarakat dampak Covid 19

z. Honor/kesejahteraan KPMD
Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Propensi dan
Pusat

Prioritas pembangunan skala kecamatan/kabupatenmerupakan program
dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masarakat desa ng
tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksnakan. Hal ini disebabkan pertama
kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukn kewenangan desa.
Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karna jumlahnya
terlalu besar ban yang ke tiga secara sumber daya di desa tidak tersedia secara
mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Pagu indikatif Program dan kegiatan masing masing bidang |

Adapun pagu indikatif program dan kegiatan ~masing program

sebagaimana terlampir

o T
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? AMAT;:'  AMPEL
PAT : WULUHAN
ROPENS! : JEMBER
: JAWA TIMUR

] Sumber Dana Indikatif
Alokas
i Dana | BGH Bantuan Keuangan

Desa

N Indikatif program Dana
Desa

0

APBD APBD
Propensi | Kabupaten

—
gidang pen elenggaraan Pemerintah Desa

[ _Profil Desa -
b Penyelenggaraan Perencanaan Desa

¢ Kegiatan Musyawarah Desa

4 Pemeliharaan Kantor desa

| e .

e Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa

[t_Belanja rutin penyelenggaraan pemerintazh desa

g. Ogerasional Kantor ATK
h Pengadaan Kaos untuk Kader,PKK dan Lansia

| Pengadaan Seragam Batik untuk  Perangkat,RT/RW,BPD

| |j Bantuan Operasional PAUD dan TK _

||k Studi Banding Perangkat Dan BPD
luran BPJS ketenagakerjaan Perangkat
luran BPJS Ketenagakerjaan PerangkatNon ] ]
luran BPJS ketena akerjaan PKK
uran_BPJS ketenagakeriaan Kader I
I

luran BPJS Ketena akerjaan BP
luran BPJS ketenagakrjaan RTRW___ 1
HOHOTW __,_,___,_______,,_________?___,_

|| Panitia Pemilihan Ke alaDesa___
KEGIATAN Pilkades

il

T ——

\

il

2 | le e le |elele|ele|e|e

2| Bidan embangunan Desa
E | Perawatan Jalan/Pen: ebrukan — _,:/_,_,___, ]
| Pembangunan JI Paving Lohon ‘ N
e - .
E Pmbangunan aving J! KUD ketimur i /\/ —'—"-““—'—"“7 _ pemmm—a=—s
___,._’——__,_-—-:—'——.—cz—————__:_’—————', et
B Lanj Pemb pavin wallet keutara N
.| Pembangunan As al lapen Prollm,é'l’,’s v
Lanj Pembangunan fimur P.Nurkho! - N
~ Pembaniunan aving selatan K.Masn ut N L
| Pemb lapen P.Kurmen keselatan . ,__L__,_,——,-———__——————_./
|  Pemban unan Pavin p.Untun kesh:L ___;j_____,___________._________-
| Lanj Pembangunan avi utaraTK /__/__,____._——_,___——
| Lanj Pemb paving utard p.Baslf

Pemb Aspal lapen H,Ripin

B
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PerangkatDesa BPD,RT,RW dan masyarakat
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Pelatihan kewirauahawan ndutri kcil dan produk
unggulan
Normalisai aluran irigasi 4 Dsn
Pnyrtaan Modal BKD
PID (Program informasi Desa)
Penanganan Covid 19
BLT untuk masyarakat dampak Covid 19
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Ketua Tim Penyusun RKP Desa
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Pl PENUTUP
yang akan :i::::é::k:m::sei:; Zacr;: mter:.;afcu pa?da visi, misi, tujuan, dan sasaran
Ampel , secara lebih me'rata dan berif:ad-|lmkmat:| Ok.ah se,‘umh inasyaniat Desa
dan meningkatkan kesejahteraan hidu .'a" - ?93' eger proses. mewjudian
p lahir dan batin secara demokratis.
ditentukanKztl):t:hass:;rzl:elrikasna: a’:" p'Embangunan 3 ti'ngkat-desa pa.da assme
omitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan
yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada
monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.
Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul
manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif
dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi
kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan
dalam proses penyusunan APB-Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara

proporsional.
Demikian RKPDesa Ampel ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

pelaksanaan pembangunan di Desa Ampel Tahun 2021
‘Kepdlh'Desa Ampel
/Bepa TP

\

£\
:
Lot
[
:
4
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021

DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

I'No Bidang /Jenis Kegiatan Lokasi Volume Perkiraan Biaya dan Sasaran/ | Perkiraan Pola Pelaksanaan
w Rt/Rw Perkiraan Sumber Pembiayaan Manfaat
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan JumlahRp | Sumb Swakel | KAD | Kerjasama
er ola Pihak 1l
M 1 Penyelenggaraan 1 | Penetapan dan Penegasan batas
_ Pemerintahan Desa Desa
| 2 | Pendataan Desa 1 Data Desa Desa 1x 2.500.000 BGH
m ! 2 Penatausahaan Arsip “
| 3 Penyusunan Tata Ruang Desa | Musdes “ B6x | 3.000.000 PAD
4 Penyelenggaraan Musdes 1 Musrenbangdesa L4 1x 10.000.000 ADD
_m S | Pengelolan Informasi Des 1 | WifiDesa “ 12 Bln 7.200.000 ADD
! 6 Penyelenggaraan Perencanaan 1 Penyusunan APBDes N 1x 2.000.000 ADD
Desa
2 Penyusunan RPJMDes " ax 15.000.000 BGH
7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat | 1 | Rapat Kordinasidesa “ 12 bin 15.000.000 ADD
perkembangan pemerintah desa
2 Penyusunan LPPD “ 1x 1.500.000 ADD
3 Penyusunan LKPJ KepalaDesa “ 1x 1.500.000 ADD
8 Penyelenggaraan kerjasama antar 1 Pembentukan BKD “
desa
9 | Saranadan prasarana kantor desa 1 | Perawatan/pemeliharaan  kantor “ 10.000.000 ADD
desa
10 | Operasional Pemerintah desa 1 | Penghasilan tetap dan tunjangan g 12 org 936.031.672 ADD+
Kepala desa dan perangkat PAD
2 | Kegiatan operasional pemdes “ ATK 10.000.000 ADD
3 | Tunjangan BPD&Kinarja BPD o 9 0rg 49.800.000 ADD+
TKD
4 | luran BPJS ketenagakerjaan “ 12 org 3,474,840 ADD
perangkat
5 luran BPJS ketenaagakerjaan Staf “ 22 x12.750 3,366,000 PAD
perangkat Desa
6 | luran BPJS ketenagakerjaan PKK “ TKD
7 | luran BPIS ketenagakerjaan kader “ 105 Org TKD
8 | luran BPJS ketenagakerjaan BPD a 90rg 1.377,000 TKD
9 | luran BPJS ketenagakerjaan RT/RW “ 147 22.491.000 PAD
x12,750x12
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“ 4.154.000 BGHR
10 | Pengecatan Pagar Desa
L 11 | Pengajian Th bru lIslam dan Desa 10.000.000 BGHR
: santunan anak yatim
| 12 | Pengadaan seragam PDH Perangkat Desa 330rgx100 3.300.000 BGHP
13 | Panitia Pemilihan Kepala Desa " 3%1.000.000 3.000.000 TKD
14 | Pemilihan Kepala Desa “ 80.000.000 | TKD
— i 15 | Insentif RT/RW Desa | 147x200,00 352.800,000 | TKD
! 0x12 Bln
2 Pembangunan 1 | Pembangunan Pemanfaatan dan | 1 | Perawatan jalan/pengebrukan 50 “ 27.500.000 PAD
pemeliharaan Infrastruktur  dan Dump truck x Rp.550.000
Desa lingkungan |
2 | Pembangunan Paving Jl Lohong Krj DD 7
3 | Pemb Paving JI Gg KUD ketimur Krj DD — — / ’ _
4 Pemb paving wallet keutara Krj — DD f ‘ f f #
5 | Lanj pemb lapen timur P.Nurkholis Krj _ DD f ~ f / ’
6 | Pemb lapen JI Proliman Ki | | | oo | | | \ 4
7 Pemb paving selatan KY.Mas'ud Krj ’ ’ DD ﬂ ’ / /
T 8 Pemb lapen kurmen keselatan Krj ﬂ ’ DD — ~ , r
ﬁ 9 Pemb paving P.Untung keselatan Sbr ’ ’ DD # ’ / ’
N ! 10 | Lanj pemb paving utara TKM 44 Sbr — 30X2,5M — 15.000.000 ’ DD ’ # / ’
M 11 | Lanj Pemb paving utara P.Basir Sbr , 2x18 m , 7.500.000 ﬂ DD ’ ’ A ’
12 | Pemb Lapen JI H-Ripin | Pomo | 310:3m | 185364000 | DD | | \ \
13 | RDS,Stunting+Ops RDS Pelatihan Desa 42.000.000 DD
kader MBA
14 | Pembangunan Tugu batas Desa _ Desa # p # ADD ’ ﬂ / ’
Pembinaan 1 | Penyelenggaraan Ketentraman dan | 1 | Sarana Prasrana Linmas, Desa 30 Org 1.500.000 Add/dd
ketertiban
Kemasyarakatan
2 | Perawatan Pos Kamling “ _ ’ 2.000.000 ﬂ PAD ’ , ’ w
2 | Pengadaan sarana dan prasarana | 1 | Sarana Prasarana olah raga,sepak 10.000.000 TKD
olah raga bola dan volley ball / / ’ /
{ 2 | Pengadaan Kaso,PKK lansia kader Desa _ 4 Dsn _ 10.000.000 ’ PAD ﬂ
z 3 | Pelatihan usaha ekonomi,pertanian 1 Pelatihan/pembinaan petani Desa
k w perikanan dan perdagangan ‘
( ﬂ ~ 4 # Pelathan tepatguna, 1 | Pelatihan pembuatan pupuk organic “
L | 2 | Bantuan bagi RTM/anak yatim 4 Dsn

el iR



Dipindai dengan CamScanner

i 5 | pendidikan,pelatinan dan | 1 | Pelatihan /pembinaan Kepala o 2.000.000 | Add/d
,m penyuiuhan  Kepala  Desa, desa d *
| perangkat, dan BPD
2 | Pelatihan /pembinaan 1.500.000 “ “
perangkat desa
! 3 | pelatihan/pembinaan BPD 1.500.000 “ _,
& | Pembinaan lembaga | 1 | PHBN danPHBI 10.000.000
| kemasyarakatan
i i 2 | Kegiatan social masyarakat 10.000.000
3 | Kegiatan karnaval,gerak jalan Desa 21.000.000 | BGHP
desa,malam puncak,pemberian
hadiah,karnaval kecamatan
4 | Kesejahteraan LPM, Desa 3.000.000 ADD
Kesejateraan Karang Taruna Desa 1.500.00 ADD
Kesejahteraan Lansia (K.Wreda Desa 1.500.000 ADD
5 | Bantuan operasional | Desa 1x13x1.000 | 13.000.000 | BGHP i / / ’
pendidikan 13 TK 000
1 Bantuan Transport Desa 3 Pilar Desa | 1.750.000x3 | 6.000.000 | BGHP | | | |
P & | Seragam untuk Perangkat Desa 33 Org 10.000.000 | ADD | | | |
w | 7 | Tambahan  Honor  Kader | Desa 105 21.000.000 , TKD ’ ’ / ,
] | Posyandu Orgx200
[ 8 | Penguatan Lembaga PKK Desa 6.000.000 | ADD | \ | |
P 9 | Germas Senam JB-JB Desa 5.000.000 | ADD | | | \
I 7 | pelestarian dan penghijauan | | | | |
Pemberdayaan | 1 | Peningkatan kapasitas | 1 | Pelatihan Kader Posyandu Desa
Masyarakat | | masysrakat , / / / /
P 2 | Pemberian  PMT  balita | Desa 18.000.000 / ADD ’ / / /
i i /Posyandu
[ | 3 | PMT untuk Bumli 6.000.000 | ADD | \ \ |
1 4 | PMT balita kurang gizi/Stunting | Desa 50.000.000 | ADD | | \ |
| | 5 | Pengadaan meubeler polindes | | \ | \
| | 6 | Honor /Kesejahteraan KPMD | | \ | |
| i 7 | Swadaya masyarakat | | [ | 1
| 8 | Penanganan Covid 19 Desa 50.000.000 | DD | _ |
‘ m 9 | BLT  untuk  masyarakat | Desa 200.000.000 ’ DD d ,
| terdampak Covid 19
7 % .,.ugwmmmﬂm:&
£ e )
W Ketua

Kepala O@nw m,,.._ﬂvm,

Tim Penyusun RKPDes
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan pen : :
yusunan Rencana Kerja P i De
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maka pada hari ini;n emefntah Desa di Desa AMPEL

Hari dan Tanggal : SENIN ,17.09.2020
Jam :09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Ampel Kec. Wuluhan Kab. Jember

Telah diadakan acara musyawarah desa penyusunan Rancangan RKP-Desa, yang dihadiri oleh Kepala
Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat dan unsur lain sebagaimana tercantum dalam daftar
hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat
dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
4. Sosialisasi dan Pembahasan Rancangan RKP-Desa.

5 Pencermatan RPJM-Desa
6.  Kreteria dan Pembentukan Tim Verifikasi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

5. Pimpinan Rapat : BUYADI ' dari ketua BPD
6. Sekretaris / Notulis - Khoirul Eko Wahyudi dari Kaur Perencanaan
7. Narasumber 1. Muhlison S.Pd dari Sekretaris Desa
2. H.Sholeh dari KepalaDesa
3, Muhim Novita dari Pendamping Desa

rusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi t tuskaﬁ secara mufakat beberapa hal yang berketetapan

ti serta memu S

cangan Penyusunan RKP-Desa.

cinfieaS] a dan dibahas Ran
3. Telah disosialisaskanny gan RKP Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

4, Kepala Desa bersama BPD r_nenyepakati Rancan
tentang RKP Desa, (terlamp! ).

Dipindai dengan CamScanner



Demician Berita Acara ini dibuat dan di
I ¢ ) d - }
. N isahkan dengan penuh langgung jawab agar dapat dipergunaian
Pemimpin _Muwawarah Notulis / Sekretaris
Ty ( KHOIRUL EKO WAHYUDI)
"~ Mengetatui
i.‘\ - "\ \C\%“: i ,‘_,>
/| M. SHOLEH)
Mengetahui dan Menyetujui
Wakd dari Peserta Musyawarah
m Alamat
1 NUR KHOLIS. HS o
2 MULYONO HAMID. Sambiringik
3 SUHADL Pomo
4 MONAJL nopal

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336-621526

ropmere -

S ——

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA ( RKP-Desa )
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Ampel, Kecamatan
Wuluan, Kabupaten Jember, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : SELASA .22. 09 .. 2020
Jam :09.00 s/d. Seleai
Tempat : Kantor Desa Ampel Kec. wuluhan Kab. Jember

Telah diselenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan penyusunan Perubahan RKP-
Desa tahun 2020 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat dan unsur
lain sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
Sosialisasi dan Pembahasan Rancangan Akhir dan Penetapan RKP-Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

8. Pimpinan Rapat : Muhdin Muttagin dari Sekretris BPD
9. Sekretaris / Notulis : Khoirul Eko Wahyudi dari Kaur Perencanaan
10. Narasumber . 1.Muhlison.S.Pd dari Sekretaris Desa
2. H. Sholeh dari Kepala Desa
3. Arif Maulana Yudi dari PDP P3MD Wuluhan
4. Muhim Novita dari Pendamping Desa

i iskusi ' ik di jutnya seluruh peserta

elah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanju erta
l\sllztsyawarah Desa menyepakati serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi

- Kesepakatan Akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam penyusunan Perubahan

_ RKP-Desa, yaitu :
5. Telah disosialisasikannya dan dibahas Rancangan Penyusunan Perubhan RKP-Desa tahun 2020

6. Ditetapkannya RKP Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa, (tertampir).

Dipindai dengan CamScanner



Demikian Berita Acara ini dibuat d ‘ X ‘ .
sebeodnana pBste an disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan

Ppmimpin Musyawarah Notulis / Sekretaris

( Khoirul Eko Wahyudi )

;,',1

“ .~ Mengetahui,

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama Alamat Tanda Tangan
1 NUR KHOLIS. KRAJAN
2 MULYONO HAMID. SAMBIRINGIK
3 SUHADL POMO
4 MUNAJIAS. KEPEL

Dipindai dengan CamScanner
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